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LAMPIRAN SUMBER DATA 

1. Pertumbuhan ekonomi nasional  di era informasi akan diwarnai oleh 

manfaat     dari adanya pemanfaatan teknologi informasi seperti sudah 

diuraikan di atas.   

2. Peningkatan kualitas (tentu dalam arti negatif) dapat dilihat pada cara-cara 

dan bentuk-bentuk korupsi yang juga terus berkembang dibarengi dengan 

keberanian pelakunya yang terus menerus mencari cara baru melakukan 

korupsi. 

3. Dalam praktek juga kadang terjadi sesuatu kasus yang dipandang perlu 

untuk didengar keterangan ahli yang dibutuhkan untuk pembuktian suatu 

perkara pidana tetapi justru tidak dianjurkan baik oleh penuntut umum 

maupun terdakwa. 

4. Dari penanganan yang begitu bagus serta optimal terhadap pemungutan 

retribusi daerah dapat memberikan konsekuensi penerimaan daerah akan 

rendah dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan sumber potensi yang 

ada. 

5. Sementara PAD merupakan penopang terwujudnya pembangunan di 

daerah, karena tanpa pendapatan daerah yang optimal maka pemerintah 

tidak mungkin bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur di daerah. 

6. Sektor wisata Kabupaten Tana Toraja sebenarnya ditunjang juga oleh 

kecantikan alamnya, tetapi pemerintah daerah belum mengelolanya secara 

profesional. 

7. Hotel-hotel cantik dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke 

Kabupaten Tana Toraja, tetapi pemerintah daerah dan pengusaha 

kelihatannya belum siap mewujudkannya. 

8. Bukan saatnya kita berpangku tangan dan berdiam diri memandang 

fenomena kejahatan kesusilaan terhadap perempuan utamanya tindak 

pidana perkosaan adalah hal biasa, sekaranglah saatnya kita menganalisa 

kecenderungan delik kejahatan terhadap perempuan agar dapat diperoleh 

hasil komprehensif menyangkut tindakan pencegahan dan penanggulangan 

dari kejahatan-kejahatan perkosaan ini. 

9. Di satu pihak, ilmu dan teknologi kedokteran telah demikian maju 

sehingga  mampu mempertahankan hidup seseorang (walaupun yang 

istilanya hidup secara vegetatif). Sedangkan dipihak lain pengetahuan dan 

keadaan masyarakat terhadap hak-hak individu juga sudah sangat berubah. 

10. Fasilitas dimaksud adalah antara lain berupa pemberian perumahan yang 

akan dihuni oleh seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

11. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam khususnya sumber daya 

alam tak terbarukan masih merupakan salah satu primadona sekaligus 

tulang punggung ekonomi daerah, untuk mendukung pembangunan. 

12. Ini dapat terjadi karena dokter umumnya melihat pasien hanya dari segi 

medik saja, sedangkan pasien mungkin melihat dan mempertimbangkan 

dari segi lain yang tidak kalah pentingnya seperti keuangan, psikis, agama, 

pertimbangan keluarga dan lain-lain. 
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13. Kesalahan ini muncul karena karena terbatasnya pemahaman umum 

tentang otonomi daerah ataupun juga karena argumentasi-argumentasi 

politik ketimbang keilmuan. 

14. Di era pasca reformasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin terbuka 

peluang untuk  secara sadar dan sistematis mengembangkan peraturan 

perundang-undangan yang bernuansa keagamaan. 

15. Dalam konteks yang lebih luas Peradilan Tata Usaha Negara adalah 

merupakan salah satu lembaga peradilan khusus di bawah lingkungan 

Mahkamah Agung yang berwenang untuk membina menyempurnakan dan 

menetibkan aparatur negara di bidang Tata Usaha Negara agar menjadi 

alat yang efisien, efektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya berdasrkan substansi peraturan perundang-undangan. 

16. Dengan adanya Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi daerah, dimana sebagian besar sumber-sumber pendapatan 

daerah yang potensil dihapus, sehingga daerah Kabupaten/Kota semakin 

sulit untuk memenuhi kebutuhannya untuk mmenutupi kebutuhan rutin 

dalam pelaksanaan pembangunan. 

17. Masalah lain secara faktual adalah, masalah penghapusan dan 

penggabungan lembang dimana pelaksanaannya tidak berdasarkan pada 

asal usulnya, dan atas prakarsa masyarakat di desa-desa bersangkutan. 

18. Karena korupsi sebagai suatu aksi yang ditampilkan sekelompok orang 

tertentu dan dirasakan sebagai gejala tidak normal yang dapat merusak 

peri kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada masyarakat dimana 

korupsi timbul, merangsan kontra aksi dari masyarakat itu sendiri yakni 

reaksi sosial yang menghendaki agar gejala sosial ini ditanggulangi. 

19. Sebagai tindak lanjut dari padapada itu, kemudian dikeluarkan kebijakan 

pemerintah melalui Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

dengan suratnya Nomor 25/MKUKM/VIII/2002 yang mengusulkan 

penyediaan kredit yang bersumber dari Surat Utang Pemerintah (SUP). 

20. Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari 

prinsif-prinsif manajemen modern, dimana fungsi manajemen senantiasa 

berjalan secara stimulant dan profesional dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

21.  Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi 

pokok daripada hutan dan kawasan hutan itu sendiri, yakni fungsi lindung, 

produksi dan konservasi. 

22. Hal ini disebabkan karena perbedaan paradigma yang digunakan, baik 

pada tataran filosofi, pola, dan fungsi, maupun perkembangan dan situasi 

politik yang berkembang pada saat itu maupun saat ini dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

23. Setelah otonomi daerah bergulir pada tahun 2001, sistem pemerintahan di 

Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, yakni dari sistem 

setralisasi dan dekonsentrasi menjadi dessentralisasi. 

24. Rencana strategis ini merupakan pedoman dan penuntun dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kemasyarakatan di daerah sekaligus menjadi tolak ukur penilaian 
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pertanggungjawaban Bupati setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa 

jabatan. 

25. Padahal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sangat memerlukan dana 

segar untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di daerah tersebut. 

26. Mengingat tujuan transfer dana ini yaitu untuk memberdayakan 

pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan-pelayanan umum pada 

suatu tingkat tertentu dengan tarif pajak tertentu, maka transfer harus dapat 

menekankan kerugian-kerugian fiskal yang bersumber dari kepastian 

penerimaan yang lebih rendah dari biaya per unit yang lebih tinggi. 

27. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui 

pembentukan suatu  badan khusus  yang mempunyai kewenangan luas, 

independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana korupasi, yang pelaksanaannya dilakukan 

secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. 

28. Hanya saja, meski telah ada lembaga-lembaga tersebut namun dipihak lain  

tetap pula merajalela kelompok dan oknum tertentu yang tidak peduli atas 

upaya pelestarian hutan tersebut. 

29. Kerja sama pihak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan pihak swasta 

atau konntraktor dalam pelaksanaan proyek pembangunan, diperlukan 

adanya persetujuan atau perjanjian. 

30. Infrastruktur politik yang dibangun selama tiga puluh dua tahun 

Pemerintah Orde Baru  diakui telah menciptakan stabilitas politik dan 

keamanan yang mantap. 

31. Kondisi jalanan di Kabupaten Mamasa yang sebagian besar rusak berat 

seperti dikemukakann sebelumnya, menyulitkan masyarakat untuk 

menjangkau pelayanan kesehatan.  

32. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas retribusi 

terminal Makale Kabupaten Tana Toraja selama tiga tahun terakhir sampai 

dengan 2006 belum dapat mencapai jumlah yang ditargetkan karena 

selama kurung waktu tersebut belum maksimalnya/optimalnya petugas 

pemungut retribusi. 

33. Dalam Undang-Undang no.32 tahun 2004  tentang pemerintahan daerah 

pada dasarnya menekankan untuk terciptanya Desentralisasi dalam 

pembangunan dengan otonomi luas. 

34. Dalam Undang-Undang Dasar 1945  yang sudah diamendemen, khususnya 

pasal 18 B ayat (2) menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

35. Kawasan hutan yang dimiliki bangsa Indonesia yakni kurang lebih 140,4 

juta hektar. 

36. Dalam era globalisasi ekonomi, dimana batas Negara sudah menjadi tidak 

jelas, dan saling ketergantungan antara negara maju dengan negara 

berkembang melahirkan hubungan bisnis yang semakin kompleks. 

37. Dasar pemikian utama mengenai pemerintah desa dalam era otonomi 

daerah yaitu keanekaragaman dan otonomi asli. 
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38. Jika melihat kondisi Tana Toraja yang sangat potensial tersebut maka 

implementasi hasil pungutan retribusi tempat rekreasi seharusnya 

mencapai target, sehingga dapat menunjang dan meningkatkan PAD. 

Sedangkan pungutan retribusi yang khusus mengenai olah raga di Tana 

Toraja belum dilakukan karena objeknya belum tersedia. 

39. Dari hasil penelitian ini menunjukkan pasca amemdemen UUD 1945 telah 

membawa konsekuensi berubahnya struktur ketatanegaraan di Indonesia. 

40. Kewenangan Pemerintah Pusat untuk ,menyelenggarakan atau mengelola 

penanaman modal di daerah setelah bergulirnya otonomi daerah tinggal 

membuat kebijakan dasar melalui pembuatan peraturan penanaman modal. 

Sedangkan daerah berwenang untuk meninndaklanjutinya dalam bentuk 

aturan pelaksanaan yang dituangkan melalui peraturan daerah. 

41. Walaupun wilayah Indonesia terpisah satu sama lain dalam bentuk 

kepulauan, namun tidak menjadi habatan bagi masyarakat Indonesia untuk 

saling berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dalam melakukan 

berbagai kegiatan bersama. 

42. Walaupun peperangan mengakibatkan tewasnya jutaan manusia dan 

penderitaan yang luar biasa selalu dikutuk dan dibatasi penggunaannya 

dengan sejumlah instrumen internasional  dan sanksi yang berat, namun 

perang selalu terjadi. 

43. Dalam pembicaraan mengenai hak asasi manusia, sebenarnya tidak 

terlepas  apa yang disebut  hak untuk menentukan nasib sendiri pada diri 

pasien. 

44. Walaupun hal ini nampaknya  masih hanya merupakan sebatas harapan 

bagi masyarakat di  daerah, namun bukan berarti bahwa impian ini tidak 

dapat  direalisasikan, dan ungkapan ini merupakan sebuah tantangan yang 

perlu segera disikapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi 

daerah. 

45. Dimana PBB merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah 

yang dapat memberi kontribusi terhadap dana pembangunan daerah Tana 

Toraja, namun pada kenyataannya dalam pengelolaan PBB di daerah ini 

belum memperlihatkan hasil yang optimal sesuai target yang telah 

ditetapkan dan masih menghadapi berbagai permasalahan yang dapat 

menjadi penghambat dalam pembayaran PBB. 

46. Dari pasal 1320 KUH Perdata akan menjadi  syarat sahnya suatu 

perjanjian pengobatan sebagaimana akan dibahas di dalam tulisan ini. 

47. Dari pasal tersebut, selanjutnya akan menjadi dasar pembahasan tentang 

perjanjian pengobatan antara pemberi jasa dengan penerima jasa 

kesehatan. 

48. Selain dapat memecahkan sebagian masalah dana dan tenaga, dalam 

lingkup lokal peran serta masyarakat dapat pula menanggulangi konflik 

yang sering terjadi antara masyarakat dengan pengelola kawasan. 

49. Agar selalu terjadi keseimbangan antara kemampuan menyediakan bahan 

baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan, dan 

pengembangan industri pengolahan hulu hasilhutan diatur oleh menteri 

yang membidangi kkehutanan. 
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50. Hal ini disebabkan karena tidak didukung  sistem yang sistematis, 

pengawasan serta kemampuan sumber daya aparatur pengelola dan 

fasilitas pendukung operasional yang belum memadai. 

51. Beberapa peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan 

di bidang teknologi informasi, yang dapat dipakai menjerat penjahat 

computer crime, dengan beberapa pasal yang diatur dalam KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana). 

52. Seiring dengan itu, Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut lebih menegaskan 

bahwa Rencana Strategis Pembangunan Daerah ini adalah merupakan 

landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tana 

Toraja. 

53. Pajak daerah menjadi strategis, karena pajak daerah adalah merupakan 

barometer untuk mengukur kemampuan keuangan daerah, yakni apakah 

dapat melaksanakan otonomi atau tidak. 

54. Indonesia sebagai suatu Negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar 

dan kecil, dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudra-

samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Indonesia dan Pasifik, dan juga 

diapit oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia Daratan. 

55. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengolaan keuangan 

daerah di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 

105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Daerah. 

56. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka 

pembangunan manusia  seutuhya dan pembangunan masyarakat Indonesia 

seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

57. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dari segi hukum tentang 

pelaksanaan pemungutan pajak potong hewan di Kabupaten Tana Toraja, 

dan menganalisis mengenai beberapa faktor yang berpengaruh dalam 

proses pungutan pajak potong hewan di Kabupaten Tana Toraja. 

58. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan 

Pengolahan Bahan Galian Golongan terhadap peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah serta pertambangan khususnya penerimaan Pajak Bahan 

Galian Golongan C di Kabupaten Tana Toraja. 

59. Salah satu penyempurnaan yang sangat mendasar adalah menyangkut 

pembuktian yang dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari dan 

mengkaji kebenaran materiil dengan mencantumkan keterangan ahli 

sebagai salah satu alat bukti yang tertuang dalam pasal 184 (1) huruf b 

KUHAP. 

60. Di era pasca reformasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin terbuka 

peluang untuk secara sadar dan sistematis  mengembangkan peraturan 

perundang-undangan yang bernuansa keagamaan. 

61. Para penegak hukum akan mengumpulkan data-data sebelum persidangan. 

Dalam hal ini mereka akan bahas  berbagai kasus yang muncul yang 
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dianggap belum lengkap datanya sebagai pertangungan jawab dalam 

persidangan. 

62. Keputusan hukum kadang-kadang merugikan masyarakat kecil. Tetapi, 

bagi pejabat dan para pelaku korupsi  seolah-olah dilingdungi dari jeratan 

hukum. 

63. Sebelum perjanjian ini disepakati kedua belah pihak, perjanjian ini harus 

ditandatangani oleh kedua belah pihak terlebih dahulu disaksikan oleh 

saksi-saksi yang terkait dengan perjanjian tersebut. 

64. Penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan disiplin PNS dan penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah 

daerah dalam mengambil kebijakan terkait disiplin PNS yang b ertugas di 

lingkup pemerintahan daerah. 

65. Founding fathers bangsa Indonesia dengan penuh hikmat dan bijak 

menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara 

Pancasila. 

66. Persyaratan tentang kelalaian adalah persyaratan yang secara umum 

diberlakukan hampir dalam seluruh kontrak kecuali jika pihak-pihak telah 

menyusun persyaratan tertentu untuk melakukan termination atas suatu 

kontrak. 

67. Dengan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas 

Anugerah kasih dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tesis ini dengan judul “Analisis Hukum Kontrak Kerja Sama 

Investasi Terhadap Pembangunan Atas Tanah Aset Pemerintah Daerah 

Kota Makassar”. 

68. Dengan memanjatkan puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa atas pimpinan yang selalu melimpah serta bimbingan-Nya sehingga 

tesis ini dapat selesai dengan sempurna dan baik. 

69. Usaha kecil dan menengah yang terdapat di kabupaten/kota dapat juga 

menambah Pendapatan Asli Daerah, misalnya usaha jasaboga. Tetapi, 

pemerintah daerah belum mengelolanya secara maksimal. 

70. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka penanaman modal khususnya 

penanaman modal asing (PMA) di Indonesia yang akan dilaksanakan 

usaha kerja sama dengan modal nasional meskipun pengaturan tersebut 

sedikit bertentangan dengan semangat yang ada dalam UU no. 1 tahun 

1967 tentang penanaman modal asing (PMA) yang pada prinsipnya 

memperkenankan adanya penanaman modal asing secara langsung. 

71. Kekerasan terhadap perempuan yang dianalogikan ke dalam bentuk 

kejahatan kesusilaan sudah lama terjadi namun sebagian besar masyarakat 

belum memahaminya sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. 

72. Sasaran pemerintah pada sektor telekomunikasi selama PELITA VI (1994 

-1999 adalah untuk menekan atau mengurangi jumlah daftar tunggu 

pelanggan dan memperluas jangkauan fasilitas telekomunikasi sampai 

daerah-daerah pedesaan. 

73. Demikian pula sistem pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank 

agar dapat terlaksana secara efektif, maka kewenangan dan tanggung 
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jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri 

Keuangan, menjadi berada pada pimpinan Bank Indonesia. 

74. Untuk mewujudkan kebijakan pemerintah tersebut, maka keterlibatan 

perbankan sangat dibutuhkan dalam memberikan dukungan dana dan 

menjadi fasilitator, mediator terhadap pengusaha mikro, kecil atas kendala 

dan hambatan yang dialami bahkan dihadapi. 

75. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta pengadilan hak asasi 

manusia sangat berpengaruh positif dalam penegakan supremasi hukum di 

Indonesia, khususnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM. 

76. Terlepas dari adanya dugaan penyimpangan DAU (Dana Alokasi Umum), 

kabarnya daerah-daerah memiliki penafsiran sendiri-sendiri mengenai 

otonomi daerah termasuk implementasinya. 

77. Pada akhirnya tidak selamanya proses pelayanan kesehatan berjalan mulus 

seperti yang diharapkan, bahkan acapkali terjadi suatu keadaan  cacat, 

kematian atau komplikasi yang oleh pihak pasien diduga karena 

malparaktek sehingga perlu telaahan secara cermat dan mendalam 

mengenai keterkaitan antara persetujuan tindak medik dengan tenaga 

kesehatan (dokter) atas tindakan yangmenimbulka resiko medik. 

78. Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan 

dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat, seperti lembang, 

nagari, kampong, huta, dan lain-lain yang mempunyai makna yang sama 

dengan desa. 

79. Berbada dengan gugatan di pengadilan umum, maka apa yang dapat 

dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara pada 1 (satu) macam tuntutan 

pokok yang berupa tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang telah 

merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata dinyatakan batal 

atau tidak sah. Sedangkan tuntutan tambahan adalah berupa tuntutan ganti 

rugi dan/atau rehabilitasi khusus untuk sengketa kepegawaian. 

80. Kebutuhan atas perumahan merupakan masalah yang rumit dan kompleks, 

karena menyangkut banyak hal seperti keadaan sosial ekonomi 

masyarakat, planologi perkotaan, keterbatasan lahan, meningkatnya 

jumlah penduduk dan urbanisasi serta berbagai macam masalah yang 

terkait dengan pemukiman adalah satu kesatuan masalaah yang tidak dapat 

dipisahkan. 

81. Peningkatan kuantitas dapat dilhat misalnya pada angka pelaku dan jumlah 

uang yang dikorupsi yang dapat diketahui, tidak termasuk korupsi yang 

banyak terjadi tetapi tidak terungkap. 

82. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka ditemukan bahwa upaya 

pemberantasan korupsi antara lain meliputi dibentuknya Komisi 

Pemberantasan Korupsi, dilaksanakannya pembuktian terbalik, korupsi 

sebagai subjek hukum, pengertian pegawai diperluas dan adanya tindakan-

tindakan tertentu selama proses perkara, misalnya pemblokiran rekening 

tersangka dengan implementasi peran serta masyarakat dalam 

pemberantasan korupsi. 

83. Namun fenomena menunjukkan bahwa penanganan dan pelaksanaan 

pungutan retribusi izin tempat usaha di Kabupaten Tana Toraja belum 
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optimal, sehingga mengakibatkan penerimaan pemerintah dari sektor 

retrribusi ini belum berperan besar terhadap pendapatan daerah. 

84. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia, salah satu 

lembaga pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat adalah 

lembaga inspektorat yang mempunyai fungsi dan tugas serta kewenangan 

sebagai lembaga pengawas daerah terhadap hasil-hasil pembangunan. 

85. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian hal pengelolaan 

terhadap pelaksanaan proyek pembangunan ruko Pasar Bolu di Rantepao 

Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hukum perjanjian. 

86. Dalam rangka pembagian fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif 

tersebut, juga ditentukan memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, 

sehingga dapat dikatakan memiliki fungsi legislatif dan sekaligus fungsi 

eksekutif. 

87. Disamping lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah, khususnya 

dalam penanganan proyek perusahaan dalam lokasi hutan yang merupakan 

salah satu dari sekian penyebab yang terjadi konflik masyarakat dengan 

pemerintah, sebab masyarakat mengklaim sebagai tanah adat sedangkan 

pemerintah mengklaim sebagai lokasi hutan lindung. 

88. Tindakan pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan     

karena itu maka semua tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan 

kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. 

89. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa 

yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, bagaimana penerapan 

sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, bagaimana peran 

jaksa penuntut umum terhadap pembuktian terbalik.       

  

 


